Pendahuluan

Sejak masyarakat eckonomi ASEAN diberlakukan pada tahun 2015
dimana mendf:)rong efisiensi ekonomi diberbagai scktor produks;
barang dan jasa. Salah satu faktor pendorong krusial adalah
kesetaraan gender. Peran perempuan memiliki potensi besar
sebagai agen ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat
ckonomi, berkontribusi dan mengubah masyarakat Walaupun
dalam kenyataannya, masih banyak pekerja perempuan yang belum
mendapatkan hak-haknya dalam bekerja.

Selain itu juga dibutuhkan perlindungan khusus di tempat
kerja untuk perempuan yang sedang hamil, menunggu persalinan
dan menyusui untuk mencegah bahaya bagi keschatan mereka dan
anaknya serta waktu untuk masa melahirkan, menyusui dan
pemulihan serta merawat anak mereka. Kemudian, mereka juga
membutuhkan perlindungan sosial untuk menjamin adanya
kepastian jaminan pekejaan yang berkelanjutan Serta pengupanis

Salah satu prasyarat penting untuk mencapai kesetaraan daq
petlakuan yaI:xg sesungguhnya antara laki-laki da.n perempuan di
tem-pat kerja adalah melindungi kesehatan l_(chamﬂan, persalinan,
merawat anak mereka dari diskriminasi pekegjaan. _
Masa rentan bagi pekerja perempuan adalah ketika l;fh;rrnnﬂz;x:
dan persalinan. Cut melahirkan dan rehat n}cnyusm HukErn
kerja dilindungi oleh Undang-Undang Naspnﬂd danSi"11 i
Internasional di banyak negara, Kkhususnya di Indonesia,
_k“ ’ . uan, Indonesia
| it dengan perlindungan hak normatif pekerd PEOUE L hpp ntang
tdlhtmmdﬁkasi bcc]:l,crapﬂ konvensi antard lain : Komend
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antara jam 23
dan 07.00
dilarang, (Pagy)
76, Bab 10 Uy
Ketenagakerjzzq
)

____—-_‘_—_-—_—.
1,5 bulan unruk
ibu (Pasal. 82 |

), ayat 10 dari
Bab 10 No. 13,
25 Maret 2003
tentang
Ketenagakerjaan

2 har untuk
Pasangan (Pas,].

S 93~ (C) dan

(4)(&), Bab 10

1 Uu

dokter. Ket ks
)W

kerja, rehat

Pekerja yang memberikan AS]
menjalani

128).
. H‘k"hﬂk Pckeriﬂ. perempuan sesuai dcngm UU

telah memuat aturan mengenai perlindungan

';l‘-‘"",“ s baik secara langsung maupun tidak Jz.ngsu.ng Dalam
Ketenagakerjaan aturan secara langsung menjelaskan tentang
tlindungan maternitas bagi pekerja perempuan meliput cuti
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p dalam UU Ketenagakerjaan, dengan terbitny. In :
; Y2 lnpres N,
n 2000 tentang Pengarusutamakan Gender dan b,
ang-undangan tentang perempuan serta komitmen tt-r:f;n
latan internasional telah mendorong tefjadinya pcm.%‘“a?’
pa pemberdayaan perempuan. ¥
{ pengarusutamaan gender mencaky
han praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan Strategis
.. Kebutuhan praktis gender adalah kcbumhan-kebunmi
uan agar dapat menjalankan peran-peran sosigl yang
kan oleh mercka untuk merespon  kebutuhan im:)gka
sk, seperti perbaikan taraf kehidupan. Sedangkan kebutyhan
is gender adalah kebutuhan perempuan yang berkaitan
perubahan subordinasi perempuan tethadap laki laki
i pembagian kerja, kekuasaan dan contro] sumber daya,
s di dalamnya adalah penghapusan kekerasan dan
minasi terhadap perempuan’.
ebutuhan inilah yang digulirkan pertama kali dalam analisa
discbut kebutuhan spesifik gender, yakni terdiri dar
ihan praktis dan strategis. Moser'® menjelaskan bahwa
mhan praktis gender adalah :
.ch needs women identify in their socially aceepted roles in society.
ractical gender needs do not challenge the gender division of labour or
m's swbordinate position in society, although rising out of them.
ctical gender needs are a response to immediate perceived necessity,
niified within a special contexct. They are practical in natwre and often
re concerned with inadequadies in living conditions such as water - provision,
eaith care and employment™’

o ; malam har ketika scdang 1, .
haid, ﬂf:: m PR, whmkm dan nifas., dan ¢y
gugur kandungan. Secara sepintas, perlindungan maternicas ),
UU K keriaan w memenuhi kebutuhan dan
kepentingan perempuan terkait dengan keschatan reproduiy,
Tapi, jika Dianalisa dengan menggunakan pcnf:lckata_? clzukum
bmcku'f m rumusan mengenm petiin Uﬂga_n
maternitas bagi pekeja perempuan dalam undang-undang

UU Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang batasan |y,
usia kehamilan bagi pekerja perempaun untuk mulai mendap .,
hak tidak bekesja pada malam hari. Selain itu UU Kctcnagakermn
tidak menjelaskan larangan bagi pengusaha untuk mempekerjs),,
pekerja perempuan yang sedang hamil di berbagai peker,,
lainnya yang dapat membahayakan bagi kchamjlannya,

jaan juga tidak ada umpl;mﬂymf menyinggung
masalah pemindahan pekerja perempuan hamil ke tempar |,
jenis pekerjaannya lebih ringan dan masalah diskriminas;, ;,':m:
berkaitan dengan hak pekerja perempuan untuk kembali bekerja
pada posisi dan upah yang sama setelah cuti melahirkan.
Kebutuhan perempuan pekerja pabrik cukup banyak teruram,
yang berkaitan dengan peran gendernya sebagai perempuan; ih,.

Namun pemenuhan akan kebutuhan tersebut sangat terbaras

Setiap pekerja baik it laki-laki maupun perempuan hars

memperoleh hak-haknya sebagai pekerja tanpa dibedabedakan 41

dasar apapun. Beberapa kebutuhan pekerja perempuan yang khas

sudah dilindungi oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan maternitas atu.

kemampuan biologis perem uan diantaranya adalah cuti haid, cu

P baik pemenuhag

melahirkan dan menyusui. N n kebutuhan tersebut direspon ! No. 9 Tahun 2000
. _ 7 - nklak s No. un i
gt OB e pehlan g i oy [ e T L
masing-masing perusahaan yang may masih menempatkan {London: Routledge, 1995), h. 40 -_ sial
pekerja pada posisi inal yang tidak memiliki kekuatan untuk Kebutuhan wanita mengidentifikasi peran mercka yang diterima seca_ns: .
melawan, Wk di masyarakat. Kebutuhan gender praktis tidak mamn;ng ESCYT“MI:. wesk
- ) 2 I . o . . i b ih mpum .

-i:i ng di awal tulisan ini, yang }berdn_ sarkmdg:n_nd;;’c:: P[E:lbs:;m;:n :nl;:—c prakds merupakan respons

menjadi dasar pekerja. tidaknya hany: e

dirasakan langsung, diidentifikasi dalam konteks

“terhadap kebutuhan yang dira dan sering kali memperhatikan kekurangan

" khusus. Mereka bersifat p

n
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penelitian ini kebutuhan P“k‘%“ bagi Pekerjy

mhmm konteks _ Penitipan o, di
mmpp.t M.“Mm. b lm ayah maupun ibu), tuang oy
Mmm wwmmpm T — s mpuan apabila  dipenubi secar
h Mwh | unukml“& h,:::l" umum ag, ying sencliian ini maka kebutuban gty
— transpo YANE aman |y, of i ' .

eransi waktu H.m e, s s \ll:m FEAM-program yang berkaiy

memadal uatuk mena

r na haid agay Pa o
i . i ” M‘ Perempuan i,

strategis gender  berkaitan o, -
subordinat dengan laki-lakj L'.all-hnp‘m o
glfatnya jangka panjang. Kebul an oleh
@ mengubah  posis yang setara pender bagi laki laki
4 maksimg). Dalam
ategis gender mis
an deng
sketja pabrik. Pelatihan kerja bagi perempu

meteka dengan ilmu yang b digunak
_ pua ghingga perempuan sudah memiliki be
mmmmm’u:ml;;::&:u::m:,| ‘_:ll;li‘ “ . u‘:';uk mencar penghasilan lain
m’"“‘*’h“ di pinta masuk bisa meminimalkan (.

lecehan scksual, fasilitas dan kondisi tempat kerja YANE tidal » in di :

mu npu Mmbﬂd perempuan hamij|, l l Pmm"m"n'lwkcrlu " e g

membaha H w adalah kebutuhan yang lehih Keb jakan ini misalnya pemberlakukan upah yang
berjangka panjang, mengacu pada peran ideal perempuan .,
hubungan gender dan memerlukan

l;n]nyzt
AN pemberdayagn
' IRl

( i
] . an samt PHK
Ay
s kal krir;unp

Ly Strategls juga menyanpkug bag
n yang dibuat oleh pemeriniah dan piha

» Merubyl

X beban  kerja  dan  bukan berdasarkan  ags
tertentu dalam pre, mender, Kebijakan yang responsif akan kebutuhan pender
2 lefl i i bt sebagai =*n perempuan diperlukan untuk menciptakan petlidungan

of their subordinare position 1
der needs vary according 1o particular
“' m labour, Power and contyo/ and
weestic violence, egual wages and
W shrategic gender need; helps

eXASHNG roles and

<o the vt i hoves
mbﬁnﬁ;u'

jekena  perempuan yang berbasis pada ke
¢ tadi. Pertlidungan berbasis gender seyogy

AlS

B0Y*  supaya perempuan sebagai pekerja bisa
eroleh hak dan perlidungan sesuai dengan kebutuhannya.

dikator kesetarnan gender dalam pembentukan peraturan
wdang-undangan  secara tegas dinyatakan dalam ketentuan
1 6 ayac (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
bentukan Peraturan Perundang-undangan', Penjelasan Pasal 6

i mengubah peran yang ada dan karena itn menantang posisi bawahan
rempuan,

Lihat Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
karena posisi bawahan l

. pat (1).
ik Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 Ayat ( st
laki-l t mereka. Kebutuhan gender strategis ' Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan meliput
8 | t .' 1, Mﬂ Mh\lbu.ﬂglﬂ dl‘ﬂg‘.\{‘i . pengayoman;
ki ontrol dan mungkin termasuk isu- . b. kemanusian;
isu seperti hak alam ruma tangga, upah yang setara dan c. kebangsaan;
kontrol mm& ‘ﬂ Memenuhi keburuhan gender
strategis membantu

~ d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;

Whmmmhbm tinggi. Ini
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gen

semua h.hngnn untuk diarahkan pada pemben:

n Perundang undangan yang responsif gender da ?

f terhadap salah sanu jerus  kelamin  sebagun =

d dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW

hemat penulis, berlakunya MEA akan member
# arus bebas permodalan, arus bebas perdagang
) jasa, dan arus bebas tenaga kerja Tent dalam hal u

A Indonesia mempunyai pekerjaan rumah vang banvek

aya membuat kebijakan terkanr Investas;, perdagangar
dan jasa, tetapi juga membuat kebijakan baru tentang
NZAN maternitas yang mana muaman maten didalamara
A hak-hak pekerja perempuan di  tempar  kern
maternitas dan hak-hak perempuan tersebur memilik
tingkat tinggi, kenapa demikian, karena perlindungan
itas merupakan suatu landasan untuk keseraraan pender
bukan hanya dalam hak-hak dan keadilan tetapi juga pennng
efisiensi ckonomi. Kemudian, sebagu penggenk
ambuhan ekonomi dan pengentasan kemuskinan vang akan
kibat perubahan positif pada kehidupan masyarakat
Schn,umya, penulis melihat salah satu peran terpennng dalam
didungan maternitas adalah untuk mehndung dan perlakuan
. mcngancam pcran biologis perempuan, sepert kcharmilan,
menyusui dan pemulihan, anpa harus :cmarm.a_.:s]
k Disisi lain dapat penubs cawantahkan
a pasar tenaga kerja. E
likasikan p(‘fildl-lﬂ&."m matcmi
nfaat bagi pengusaha mengap e
adalah pengusaha dapat mempe
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(Aetenagakcerjaan ususny,
dengan Konvens; ILO
Konvensi ILO |,
mgensi perlindungan 1l
ngan  analisis Moser™ tentang

& tegi maka dapat disimpulkan,
prehensif melindungi hal ;|

jan UU Ketenagakerjaan,
alkan bahwa jika peraturan
¥ ke bnnyak merugikan
' sangat penting meratifikas;

memberlakuk: n/mengadopsi
tuk lebih melindungi pekerja

yumedi : Malang, 2011
‘Theory, Practice
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ne vs. Relativisme HAM dan
dan Keadilan Gender dj Indonesia

panjang tentang universalisme dag ¢
si manusia telah membelah negara-
rung universalisme hak asasi manusia 4

Pedi!\dungm

clau'vismc di dalam
negara Barat yang

i terlihat bahwa ada perbedaan yang mencolok tentang
p dasar ditetapkannya hak asasi manusia internasional.
ama, kelompok relativisme hak asasi manusia cenderung
erima dan bahkan menganjurkan realitas sosial dj suatu
arakat untuk menerapkan hak asasi manusia. Selain itu,
ektif ini juga menerima produk perundang-undangan di suatu
ra untuk menerapkan hak asasi manusia karena hukum
. selalunbcrkaitm dengan nilai-nilai yang berkembang di
by sy myﬂ.

Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui
uangan berat yang dipimpin perempuan di berbagai belahan
Perjuangan terjadi dalam berbagai konteks, berkaitan
igan berbagai realitas ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan
encatat keberhasilan dalam ber bagai hal ber kaitandengan hak-
k PCkCl'iﬂ., persamaan upahn, hak slpﬂ, dan bebas dan
enjajahan” mengenai peran perempuan dan mentransformasi
1asyarakat. Pada akhir Perang Dunia Kedua, perempuan membuat
femajuan  pentingdalam upaya agar suara perempuan didengar.
emua ini menghasilkan dimasukkannya “persamaan hak laki-laki

2! http://mas-hanief.blogspot.co.id/2010/09/relativisme-dan-universalismeham
- hml!

ibid

3 Op.cit, Dian Ferricha

i
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ak Asasi Manusiz

Yang |

Konvenan Internam‘,n;]1
. dﬂ.rl .Un‘"CT\,m
‘.hn Buday, (ICE

2 dﬂ.n EkSPIOI{AM

tﬁrhada .
51 ILO menjadi .
negara Yang an;Aml;n:
dan perempuan un,,,

Juan terutama daiam

melarang perlaky;,
itu  melalui Deklaras;
m Keadaan Daryry,

s M-].uw:is: Universal
adalah sebuah pernyatag;,
Umum Persatuan Bangsa
"ala de Chaillot, P:lns),
- yang menggarisbesarkan
pan hak-hak asasi manusia
s€ ketua wanita pertama
| Human Rights; singkatan:
"Ini bukanlah sebuah
akan menjadi Magna
to the United Nauons
Paris, France.

s and of the Exploitation of
1 Perdagangan Manusia dan
3 Umum PBB. Konvens: ini
nai perdagangan perempuan
asa sebelumr Global Alliance

for Human Rights Action in

jata.® Hak maternal pekerja pere
n dari hak-hak asasimanusia yang m]ad.lmM’
i, sosial dan budaya kamu perempuan, ‘[’;‘i‘"m
| iai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
: ppuan (CEDAW), Pasal 11 menegaskan bahs - 1
. bekerja sebagai hak asasi  manusia, (2) Ha ata;
L M‘ yang sama termasuk dalam hal seleksi; (3) Hak
ofesi dan pekerjaan, mendapat promosi, b
ua . tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan
2 pelatihan ulang; (4) Hak menerima upah yang
smasuk tunjangan, termasuk persamaan perlakuan dalam
n kualitas kerja; (5) Hak atas jaminan sosial, khususnya
si , sakit, cacat, lanjut usia; (6) Hak
1sa cuti yang dibayar; (7) Hak atas perlindungan keschatan
lamatan kerja; (8) Hak atas perlindungan khusus terhadap
ap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk : a). Tidak
atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan; b).
n cuti hamil dengan bayaran; c). Pengadaan pelayanan
‘dalam bentuk tempat penitipan anak; d). Pemberian
yang tidak berbahaya”.
fenurut penganut relativisme, sebuah hukum fidak akan
tu efektif ketika masyarakat menentangnya karena tidak sesuai
n norma-norma dan tradisi yang ada. Begitu juga yang terjadi
an  hak asasi manusia internasional yang ditetapkan
asarkan konsensus internasional negara-negara. Jika odak
gakui relativisme budaya dan nilai-nilai yang berkembang di
ara-negara, instrumen internasional justru bisa menjadi
otent” Salah satu sebabnya adalah karena instrumen
rnasional tidak mampu mengintervensi sebuah pelanggaran hak
si manusia yang dilakukan oleh sebuah negara karena adanya

ensian

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
atau yang dikenal dengan CEDAW. Konvensi ini ditandatangant pada :nh:k
" 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Konvensi int merupakan p -
~ dari upaya Internasional yang ditujukan  untuk mchndungzuk .
mem ikan hak-hak perempuan di scluruh duni, termas
dalamnya anak-anak dan remaja perempuar

ibid
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hk bagi semua manusia dalam hg) i pekeria
nsi ILO Nomor 183 tentang Perlindungag
-l g Matern.
p konvensi yang muatan materinya bcnsui:: k:,: nu
, empuan  dalam angkatan kerja daq kcﬁcha(\drdrr?
t2 ibu dan anak dalam rangka mengakuj kr:bcragmf
mbangunan ckonomi dan sosigl i ‘\C:r
usaha dan perkembangan kesetaraan kesem i
bagi laki-laki dan perem e
] P puan. Tujuan das
‘ maternitas tersebut adalah unpyk memberikan
A pekerjaan  dan  penghasilan; petlindungan  dar;
: .n.- n kerja dan diskriminasi; hak untuk lanjut bekerja
dan untuk mcmpcnghankan upah dan penghasilan
‘masa kehamilan, persalinan dan pemulihan. Peran
pg dalam perlidungan maternitas adalah unruk melindungi
| akuan yang mengancam peran biologis perempuan, se erti
Secara umum dalam UU M sudah ada aturan baky 3, persalinan, menyusui dan pemulihan tanpa hims
n:nmngpdmdmi’dupw beserta hak-h_ak normati inalisasi pada pasar tenaga kerja.
yang melekat padanya. Akan tetapi dalam prakteknya tidak banyak umum penelitian ini merupakan masukan bagi
pekerja perempuan bisa menikmati hak-haknya tersebur UU stah agar meratifikasi Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000
w ﬂdnk mengatur tentang bﬂlﬂn berapa usia | perlindungan maternitas. Negara dalam hal ini perlu
k_dmm'hn mewmmmﬁpa&m‘hak 3 kembali perundang-undangan yang berkaitan dengan
:.ldak bdctp pada mh hari. w itu UU Ketenagakerjaan ) perempuan dan perlindungan maternitas serta jaminan atau
ndak_mm;dnhn h‘? WP'U"*' mk. mﬂppckeqakan gan-tunjangan yang menjadi hak pekerja perempuan yang
P'_*ﬂ')ﬂ perempuan  yang MH d‘ bcrbzgm pcker]afa.n , melahirkan dan menyusui.
lainnya yaog d‘!’“ embahayakan  bagi hebnmnlannya. uu a sangat direkomendasikan bahwa pekerja perempuan
Ketenagakerjaan juga tidak ada sampun yang menyinggung ppatkan waktu kerja yang fleksibel dan cuti menyusul
iz pemmdahan ; 7_"' i ‘-I-.! ' .kc.tc?npa.t yang bing cut hamil dan melahirkan. Badan Kesehatan Dunia
jeais pekerjaannya lebih ringan dan masalah diskriminasi, vang anjurkan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama nam bulso.
berkaitan dengan hak pekerja perempuan untuk kembali bekena ; ¢ direkomendasikan pula bahwa pekeria perempuan
isi dan setelah cuti melahirkan. o - ulan. Cotl hamil
pada posisi dan upah yang sama dalah selama enam bulan.
e i ‘ _ , apat cuti menyusui a : tan den
erlindungan matemitas dan praktik gender pada pekerja a kehamilan), melahirk:
s ¢ |oc gy e A bulan pada fase pertama ke
perempuan yang berasal hwm tradisi atau agama di busui perlu didukung hukum posit.
Indonesia bisa mi i hak asasi manusia P
dengan HAM universal %“ non diskriminasi dan

menihilkan realitas sosial didalam masyarakat karena tujuan |},
memang diperiukan untuk memperbaiki kondisi sosial masyar,)g,
terscbut. if ini tentu memerukan sebuah infrasimip,
hukum yang sangat kuat dan saling terkait. Misalnya, petug
hukum dan produk perundang-undanganya harus benar be

. 381
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